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PUTUSAN

Nomor 3828/Pdt.G/2023/PA.Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan  Agama  Surabaya  yang  memeriksa  dan  mengadili  perkara

tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan

putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Mulyosari bin Khohar,  umur  43 tahun, agama Islam, pekerjaan Driver, tempat

tinggal di Jalan Ngesong Dukuh Kupang 2/57-B RT. 003 RW. 006

Kel. Dukuh Kupang Kec. Dukuh Pakis Kota Surabaya, sebagai

Pemohon;

melawan

Rachel Aprilia Setioningtyas binti Dwi Hermanto, umur 38 tahun, agama Kristen,

pekerjaan Karyawan Toko, tempat tinggal di  Jalan Pakis Gelora

I/24  RT.  001  RW.  008  Kel.  Darmo  Kec.  Wonokromo  Kota

Surabaya, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut; 

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah  mendengar  keterangan  Pemohon dan  memeriksa  bukti-bukti  di

persidangan; 

DUDUK PERKARA

Bahwa  Pemohon  dengan  surat  permohonannya  yang  didaftarkan  di

Kepaniteraan  Pengadilan  Agama  Surabaya  dengan  register  Nomor

3828/Pdt.G/2023/PA.Sby, tanggal  14 Agustus 2023 telah mengajukan hal-hal

sebagai berikut:

1. Bahwa  Pemohon  dan  Termohon  adalah  suami  istri  yang  telah

menikah pada tanggal 19 Agustus 2007 berdasarkan Kutipan Akta Nikah

No. 419/41/VIII/2007 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Tegalsari, Kota

Surabaya;

2. Bahwa,  setelah  menikah,  Pemohon dan Termohon hidup bersama

sebagai suami istri dan bertempat di rumah orang tua Termohon di Jalan

Pakis  Gelora  I/24  RT  001  RW  008  Kel.  Darmo  Kec.  Wonokromo  Kota
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Surabaya (Bada Dukhul), dan telah dikaruniai seorang anak, bernama Aura

Atha Putri  Septiasari lahir di Surabaya tanggal 01 September 2007 Jenis

kelamin  Perempuan sekarang diasuh oleh Termohon bersekolah di  SMK

Ketintang Surabaya kelas 1;

3. Bahwa, rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan harmonis,

tetapi sejak pertengahan tahun 2013 antara Pemohon dan Termohon sering

terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon kembali

ke agama yang dianut sebelum menikah dengan Pemohon yakni  agama

Kristen;

4. Bahwa,  selama  berpisah  tempat  tinggal  tersebut  Pemohon  dan

Termohon telah berusaha damai, tetapi tidak berhasil;

5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon

tersebut,  semakin  lama  semakin  memuncak,  akhirnya  sejak  akhir  tahun

2022 Pemohon pergi  meninggalkan Termohon sehingga antara Pemohon

dan Termohon telah pisah tempat tinggal yang sampai diajukan permohonan

ini sudah berjalan selama kurang lebih 8 bulan;

6. Bahwa  Pemohon  sudah  berusaha  untuk  hidup  rukun  dengan

Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa  atas  dasar  alasan  alasan  tersebut  Pemohon  mohon  kepada  ketua

pengadilan  agama  Surabaya  untuk  berkenan  memanggil  dan  memeriksa

Pemohon dan Termohon selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;

2. Memberi ijin kepada Pemohon (Mulyosari bin Khohar) untuk menjatuhkan

talak satu roj'i  terhadap Termohon (Rachel  Aprilia Setioningtyas binti  Dwi

Hermanto) di depan sidang Pengadilan Agama Surabaya;

3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon;

Atau apabila Pengadilan Agama Surabaya berpendapat lain, mohon putusan

yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari  persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang

menghadap,  akan tetapi  Termohon telah tidak datang menghadap dan tidak

menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya tanpa alasan

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 3828/Pdt.G/2023/PA.Sby

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 2



Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

yang dapat dibenarkan menurut hukum, meskipun telah dipanggil secara resmi

dan patut;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar tidak

bercerai  dengan  Termohon,  akan  tetapi  tidak  berhasil,  kemudian  dibacakan

surat  permohonan  Pemohon  yang  ternyata  isinya  tetap  dipertahankan  oleh

Pemohon;

Bahwa Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa:

A. Surat :

1. Fotokopi  Kutipan  Akta  Nikah,  Nomor  419/41/VIII/2007  tanggal  19

Agustus  2007,  yang  dikeluarkan  oleh  kepala  Kantor  Urusan  Agama

Kecamatan  Tegalsari  Kota  Surabaya,  bermeterai  cukup,  telah

dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P1; 

2. Fotokopi  Kartu  Tanda  Penduduk atas  nama  Mulyosari,  bermeterai

cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi

tanda P2;

B. Saksi :

1. Nama  Endang binti  Kohar,  umur  38 tahun, agama Islam,

pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Perum. Swan Emas Blok F/26 RT.

003  RW.  006  Desa  Dalem  Watu  Kecamatan  Menganti  Kabupaten

Gresik,  dihadapan  persidangan  memberikan  keterangan  dibawah

sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

 Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon

karena saksi adalah adik kandung Pemohon;

 Bahwa  setelah  menikah  Pemohon  dan  Termohon

hidup  bersama  dan  bertempat  tinggal  di  rumah  orangtua

Termohon di Jalan Pakis Gelora I/24 Kota Surabaya;

 Bahwa  Pemohon  dan  Termohon  telah  dikaruniai

seorang anak bernama Aura Atha Putri Septiasari;

 Bahwa  rumah  tangga  Pemohon  dan  Termohon

sudah  tidak  harmonis  lagi  sering  terjadi  perselisihan  dan

pertengkaran;

 Bahwa  setahu saksi,  penyebab perselisihan antara
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Pemohon  dan  Termohon  karena Termohon  kembali  ke  agama

semula yakni  agama  Kristen,  dan  saksi  mengetahuinya  sendiri

ketika Termohon pergi ke gereja bersama anaknya;

 Bahwa  Pemohon  dan  Termohon  sudah  berpisah

tempat tinggal kurang lebih selama 8 bulan;

 Bahwa  selama  berpisah  tersebut  Pemohon  dan

Termohon tidak pernah kumpul rukun kembali;

 Bahwa saksi  sudah berusaha untuk mendamaikan

Pemohon  dan  Termohon,  akan  tetapi  tidak  berhasil,  dan  saksi

sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan mereka;

2. Nama Moch. Ferri Yulianto bin Suprapto,  umur 21 tahun, agama

Islam,  pekerjaan  Swasta,  tempat  tinggal  di  Jalan  Rungkut  Kidul  3

Kauman No. 16-E RT. 002 RW. 003 Kel. Rungkut Kidul Kec.  Rungkut

Kota  Surabaya,  di  hadapan  persidangan  memberikan  keterangan

dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

 Bahwa  saksi  kenal  dengan  Pemohon  dan  Termohon

karena saksi adalah keponakan Pemohon;

 Bahwa  setelah  menikah  Pemohon  dan  Termohon  hidup

bersama dan bertempat tinggal di rumah orangtua Termohon;

 Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai  seorang

anak;

 Bahwa  setahu  saksi,  penyebab  perselisihan  antara

Pemohon  dan  Termohon  karena Termohon  kembali  ke  agama

semula yakni  agama  Kristen,  dan  saksi  mengetahuinya  sendiri

ketika Termohon pergi ke gereja bersama anaknya;

 Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah kurang

lebih selama 8 bulan;

 Bahwa selama berpisah tersebut Pemohon dan Termohon

tidak pernah kelihatan saling mengunjungi atau rukun kembali;

 Bahwa  saksi  sudah  berusaha  untuk  mendamaikan

Pemohon dan Termohon,  akan tetapi  tidak berhasil,  dan sudah

tidak sanggup lagi untuk mendamaikan mereka;
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Bahwa Pemohon menyatakan telah cukup dengan keterangan dan bukti-

bukti yang diajukannya;

Bahwa  Pemohon  telah  menyampaikan  kesimpulannya  yaitu  tetap

dengan pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon dan selanjutnya mohon

putusan;

Bahwa  untuk  mempersingkat  uraian  putusan  ini  cukup  ditunjuk  pada

berita acara dan dianggap telah tercantum dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang,  bahwa maksud dan tujuan pemohonan Pemohon adalah

sebagaimana terurai di atas;

Menimbang,  bahwa  ternyata  Termohon  tidak  datang  menghadap  di

persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain  untuk menghadap sebagai

wakil/kuasanya  yang  sah,  meskipun  berdasarkan  Surat  Panggilan  (relaas)

Nomor  3828/Pdt.G/2023/PA.Sby  tanggal  16  Agustus  2023  dan  tanggal  24

Agustus 2023 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara

resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon

tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah, oleh karena itu pemohonan

tersebut diperiksa tanpa hadirnya Termohon dan diputus secara verstek;

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  ketentuan  Pasal  125  ayat  (1)  HIR/

Pasal  149 ayat  (1)  R.Bg putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon

dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam permohonan

Pemohon adalah Termohon kembali ke agama yang dianut sebelum menikah

dengan Pemohon yakni agama Kristen;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa walapun Termohon telah dipanggil secara resmi dan

patut, ketidakdatangan Termohon tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan

yang  sah,  oleh  karena  itu  pemohonan  tersebut  diperiksa  tanpa  hadirnya

Termohon berdasarkan Pasal 163 HIR/283 R.Bg jo.  Pasal 1685 KUH Perdata,

Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas; 
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Menimbang,  bahwa  Pemohon  untuk  membuktikan  dalil-dalilnya  telah

mengajukan bukti surat P1 dan P2 serta saksi-saksi yaitu : Endang binti Kohar

dan Moch. Ferri Yulianto bin Suprapto;

Menimbang, bahwa bukti P1 dan P2 telah memenuhi syarat formil dan

materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian

yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR/Pasal 285 R.Bg jo. Pasal

1870 KUH Perdata, membuktikan:

 Bahwa berdasarkan bukti P1 yang merupakan akta autentik perkawinan

yang  mempunyai  kekuatan  pembuktian  mengikat  dan  sempurna,  benar

antara Pemohon dengan Termohon telah terikat perkawinan secara Islam

serta belum bercerai sehingga Pemohon dan Termohon mempunyai  legal

standing dalam perkara ini;

 Bahwa  berdasarkan  bukti  P2 terdapat  petunjuk  Pemohon  bertempat

tinggal  di  Kota  Surabaya,  berdasarkan  Pasal  Pasal  66  Undang-Undang

Nomor 7 Tahun 1989 permohonan cerai talak diajukan di wilayah tempat

tinggal  Termohon  kecuali  Termohon  meninggalkan  tempat  kediaman

bersama  tanpa  alasan  yang  jelas,  dalam  perkara  ini  Termohon  tidak

mengajukan  eksepsi  sehingga  Pengadilan  Agama  Surabaya  berwenang

mengadili perkara ini;

Menimbang,  bahwa  para  saksi  telah  memenuhi  syarat  formil  dan

materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR/Pasal 172 ayat (1) R.Bg

dan Pasal 171 dan 172 HIR/Pasal 308 dan 309 R.Bg, membuktikan penyebab

pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon karena Termohon kembali ke

agama semula yakni agama Kristen;

Fakta Hukum

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  analisis  bukti-bukti  Pemohon

ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa  benar  Pemohon  dengan  Termohon  telah  sering  terlibat

pertengkaran dan atau perselisihan yang disebabkan Termohon kembali ke

agama semula yakni agama Kristen;

2. Bahwa benar Pemohon dengan Termohon telah berpisah kurang lebih

selama 8 bulan;
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Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang,  bahwa berdasarkan fakta-fakta  hukum tersebut  di  atas,

Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa fakta selama 8 bulan Pemohon dengan Termohon berpisah, tidak

berkumpul  lagi  layaknya  pasangan  suami-istri  memberi  petunjuk  sejak

sekitar  waktu  itu  hingga  sekarang  Pemohon  dan  Termohon  telah  tidak

dapat  menunaikan  kewajiban  sebagai  istri  maupun  suami,  telah  tidak

makan dalam satu meja makan, telah tidak tidur dalam satu tempat tidur,

perhatian dari Pemohon terhadap Termohon atau sebaliknya sebagaimana

umumnya terjadi dalam kehidupan rumah tangga, dan sebagainya, sudah

tidak terwujud lagi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

- Bahwa  keadaan  tersebut  di  atas  merupakan  unsur  atau  unsur-unsur

yang termuat dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun

1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Majelis Hakim

berpendapat bahwa Pemohon telah dapat membuktikan dalil dan alasan pokok

permohonannya tentang telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang

terus menerus antara para pihak, yang sulit untuk dirukunkan kembali, maka

dapat  ditarik  kesimpulan  bahwa  rumah  tangga  para  pihak  sudah  tidak  ada

harapan untuk dapat dipertahankan lagi (onheel baar tweespalt), karena rumah

tangga  para  pihak  telah  pecah  (broken  marriage),  dan  telah  menyimpangi

maksud dan tujuan pernikahan sebagai ikatan yang kuat (mitsaqan ghalidhan)

untuk membina keluarga yang sakinah, mawaddah, wa rahmah, sebagaimana

pula dimaksudkan dalam Pasal  1  Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo.

Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, dan al-Qur’an surat ar-Rum (30) ayat 21 :

ن لكَمُ خَلقََۡ أنَۦٓ تِهِءٰاََيََۡ وَمِن لِكَٰذَ فِي إِنَّۚ مَةًۡورََحٗ مّودَةّ نكَمُۡبيَ وَجَعَلَ هَاۡإِليَ آَْكنُوُۡلِّتسَ اٗجٰوَۡأزَۡ أنَفسُِكمُۡ مِّ

َٓلأَ يتَفَكَرَُّونَٖ مۡلقِّوَٖ تٰي  

“Dan  di  antara  tanda-tanda  kekuasaan-Nya  ialah  dia  menciptakan  untukmu

isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram

kepadanya,  dan  dijadikan-Nya  diantaramu  rasa  kasih  dan  sayang.

Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi

kaum yang berfikir”
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Namun dalam al-Qur’an surat ar-Baqarah (2) ayat 221 disebutkan :

ْ وَلاَ َۡمُشۡلٱ تنَكحُِوا ؤٞ وَلأَمََةۚ مِنَّۡيؤُٰ حَتىّ تِٰركِ نٞ رۡخَي منَِةٌََََۡمُّ ْ وَلاَۗۡ كمُۡجَبتَۡأعَۡ وَلوَٖ رِكةَۡمُّش مِّ تنُكحُِوا

ْۡيؤُٰ حَتىّ رِكِينَۡمُشلۡٱ ؤٞ دۡوَلعََبۚ مِنوُا نٞ رۡخَي مِنٌۡمُّ َۗۡ جَبكَمُۡأعَۡ وَلوَٖ رِكۡمُّش مِّ ْٓعُوۡيدَ للهَُّٱوَۖ لناَّرِٱ إلِىََ عُونَۡيدَ ئِكَٰٓأوُلْ إلِىَ ا

َ ويَبُيَنُّۦۖ نِهِۡبِإِذ فرَِةِۡمَغۡلٱوَ جَنةَِّۡلٱ يتَذََكرَُّونَۡ لعََلهَُّم لِلناَّسِۦ تِهِٰءَاي  

“dan  janganlah  kamu  menikahi  wanita-wanita  musyrik,  sebelum  mereka

beriman.  Sesungguhnya wanita  budak yang mukmin  lebih  baik  dari  wanita

musyrik,  walaupun  Dia  menarik  hatimu.  dan  janganlah  kamu  menikahkan

orang-orang  musyrik  (dengan  wanita-wanita  mukmin)  sebelum  mereka

beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik,

walaupun  Dia  menarik  hatimu.  mereka  mengajak  ke  neraka,  sedang  Allah

mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. dan Allah menerangkan

ayat-ayat-Nya  (perintah-perintah-Nya)  kepada  manusia  supaya  mereka

mengambil pelajaran”

Dan, dalam Kitab Fiqh as-Sunnah Juz II halaman 314 disebutkan :

اليه يعد ولم السلم عن الزوجين احد ارتد ادا العقَد على رئَ الطا الفَسَخَ ل مثا

رئة الطا الردة بسبب العقد فسخ

“Fasakh nikah yang disebabkan oleh hal baru yang terjadi setelah akad nikah,

contohnya adalah apabila salah satu suami isteri keluar dari Islam (murtad)

dan  tidak  kembali  lagi  memeluk  Islam,  maka  nikahnya  difasakhkan  sebab

murtadnya itu”

Menimbang,  bahwa  mempertahankan  kondisi  rumah  tangga  yang

sudah  demikian  adanya  jelas  tidak  akan  membawa  manfaat,  paling  tidak

madlaratnya  sudah  nampak  yaitu  antara  para  pihak  sudah  tidak  mampu

berhubungan dengan baik dan rukun sebagaimana layaknya pasangan suami

isteri,  oleh  karena  itu  jalan  yang  terbaik  bagi  kedua  belah  pihak  adalah

perceraian,  sebab  apabila  dibiarkan  berlarut-larut  tidak  mustahil  akan

memunculkan  kemadlaratan  yang  lebih  besar  terhadap  rumah  tangga  dan

keluarga mereka,  sedangkan membuat madlarat  sangat bertentangan dalam

ajaran  Islam  sebagaimana  sabda  Rasulullah  SAW  yang  diriwayatkan  oleh

Ahmad dan Ibnu Majah berikut : 

ماجة وابن احمد رواه ) ضرار ول ضرر ل  ( 
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Artinya  :  “Tidak  boleh  membuat  madlarat  dan  tidak  boleh  saling

memadlaratkan”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka

unsur alasan perceraian sebagaimana dikehendaki Pasal 39 ayat 2 Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 116 huruf h Kompilasi Hukum Islam

telah  terpenuhi,  oleh  karenanya  permohonan  Pemohon  tersebut  patut

dikabulkan secara verstek dengan memfasakh perkawinan Pemohon dengan

Termohon;

Pertimbangan Petitum Nafkah

Menimbang,  bahwa berdasarkan fakta-fakta  hukum tersebut  di  atas,

Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon didepan sidang,

Pemohon  bekerja  sebagai  Driver  dan  menyatakan  bahwa  akan  bersedia

memberikan  kepada  Termohon  bilamana  terjadi  perceraian,  nafkah  seorang

anak sejumlah Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karenanya, Majelis Hakim cukup mengakomodir

dengan  menghukum  Pemohon  untuk  membayar  kepada  Termohon,  nafkah

seorang  anak  sejumlah  Rp  1.000.000,-  (satu  juta  rupiah)  setiap  bulannya,

sampai anak tersebut sudah dewasa atau berusia 21 tahun;

Menimbang, bahwa untuk efisiensi dan efektifitas serta rasa keadilan,

kepastian  dan  kemanfaatan,  serta  perlindungan terhadap  perempuan,  maka

pelaksanaan pembayaran sejumlah uang yang terjadi sebagai akibat setelah

terjadinya talak, Majelis Hakim patut menghukum Termohon untuk memenuhi

diktum  tersebut  sesaat  sebelum  Termohon  menjatuhkan  talak  terhadap

Penggugat di  depan sidang Pengadilan Agama Surabaya (PERMA Nomor 3

Tahun  2017  tentang  Pedoman  Mengadili  Perkara  Perempuan  Berhadapan

dengan  Hukum  dan  SEMA  Nomor  1  Tahun  2017  tentang  Pemberlakuan

Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Sub C Rumusan Hukum

Kamar Agama angka 1);

Biaya perkara

Menimbang,  bahwa perkara ini  adalah termasuk bidang perkawinan,

maka berdasarkan Pasal  89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989
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tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3

Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun

2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat,  peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum

syar’i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Menyatakan  Termohon  telah  dipanggil  secara  resmi  dan  patut

untuk menghadap di depan persidangan, tidak hadir;

2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;

3. Memfasakh perkawinan Pemohon (Mulyosari bin Khohar) dengan

Termohon (Rachel Aprilia Setioningtyas binti Dwi Hermanto);

4. Menghukum  Pemohon  untuk  membayar  kepada  Termohon

berupa :

4.1. Nafkah  Hadlonah  kepada  seorang  anak  bernama  Aura

Atha Putri Septiasari binti Mulyosari,  lahir tanggal  1 September 2007

sejumlah  Rp  1.000.000,-  (satu  juta  rupiah)  sampai  anak  tersebut

dewasa atau berumur 21 tahun dengan fluktuasi kenaikan sebesar 10%

dari  pokok  nafkah  setiap  tahunnya  diluar  biaya  pendidikan  dan

kesehatan;

5. Menghukum Pemohon  untuk  memenuhi  diktum nomor  4  (4.1.)

tersebut sesaat sebelum Pemohon menjatuhkan talak terhadap Termohon

di depan sidang Pengadilan Agama Surabaya;

6. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara

sebesar Rp 770.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Penutup

Demikian  diputuskan  dalam  rapat  permusyawaratan  Majelis  Hakim

pada hari  Rabu tanggal  30 Agustus 2023 Masehi. bertepatan dengan tanggal

13  Shafar  1445  Hijriyah  oleh  kami  Majelis  Hakim  yang  terdiri  dari  Drs.  H.

Tontowi, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Musabbihah, S.H., M.H. dan

Drs. Syaiful Iman, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan

tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh
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Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu

oleh Drs. Iksanul Huri, M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh

Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

ttd

Drs. H. Tontowi, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

ttd

Dra. Hj. Musabbihah, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

ttd

Drs. Syaiful Iman, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Drs. Iksanul Huri, M.H. 
Perincian biaya perkara :

Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-

Biaya Proses : Rp. 100.000,-

Biaya Panggilan : Rp. 600.000,-

Biaya PNBP : Rp. 20.000,-

Biaya Redaksi : Rp. 10.000,-

Biaya Meterai : Rp. 10.000,-

Jumlah : Rp. 770.000,-

(tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah)
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